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BAB II 

PESAN FILM DOKUMENTER “DI BALIK FREKUENSI” DITINJAU 

DALAM SEMIOTIKA CHARLES SANDER PEIRCE 

A. Semiotika Dan Konglomerasi Media Dalam Film “Di Balik Frekuensi” 

1. Analisis Semiotika 

a. Pengertian Semiotika 

Semiotik adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda
1
. Secara etimology menurut Jenz Dan Cobley istilah semiotik 

berasal dari kata “semeion” yang berarti tanda atau “seme” yang artinya 

penafsiran tanda. Menurur Eco, secara terminoliogy semiotik dapat 

didefinisikan sebagi ilmu yang mempelajari sederetan luas obyek – 

obyek, peristiwa – peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda
2
. Dalam 

spesifikasinya semiotika visual (visual Semiotic) adalah salah satu 

bidang studi yang membahas khusus pada penyelidikan terhadap “segala 

jenis makna yang disampaikan melalui sarana indra lihatan  (visual 

senses)”
3
.Berdasarkan objeknya Charles Sanders Peirce membagi tanda 

atas icon (icon), index (indeks), dan symbol (simbol) untuk 

mempermudah identifikasi tanda, Icon  (icon) dijelaskan sebagai 

hubungan kemiripan antara tanda dan obyek ; misalnya potret dan peta. 

Index (indeks) adalah tanda yang menunjukan hubungan alamiah antara 

tanda dengan petanda atau hubungan sebab akibat, atau tanda yang 

                                                             
1
 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013) Hal.15 

2 Alex Sobur, Analisis Teks Media, “Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis semiotik 

dan Analisis Framing”. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006) Hal. 95 
3 Kris Budiman.Semiotika Visual; Konsep,Isu,Dan Problem Ikonisitas, (Yogyakarta:Jalasutra 

2011) Hal.9 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 
 

langsung mengacu pada kenyataan ; contoh yang lebih spesifik ialah 

adanya asap sebagai tanda adanya api. Tanda seperti itu adalah tanda 

konvensional yang biasa disebut dengan symbol (simbol). Jadi symbol 

(simbol) adalah hubungan yang menunjukkan hubungan alamiah antara 

penanda dengan petandanya. Hubungan ini bersifat arbriter atau semena, 

hubungan berdasarkan konvensi (perjanjian )masyarakat.  Berbeda 

dengan Peirce, Ferdinand de Saussure sebagai ahli linguistik  yang 

mengatakan dalam prinsipnya bahwa bahasa adalah suatu tanda dan 

“tandalah yang merupakan fakta dasar dari bahasa”
4
.  

Menurut Saussure bahasa sebagai sistem (tanda) sign, baik itu 

suara manusia, hewan ataupun bunyi – bunyian tersebut berfungsi 

bilamana suara atau bunyi tersebut mengekspresikan, menyatakan  atau 

menyampaikan ide – ide dan pengertian – pengertian tertentu. Bahasa 

sebagai tanda pada dasarnya menyatukan sebuah konsep (concept) dan 

suatu citra suara (sound image), bukan menyatakan sesuatu dengan 

sebuah nama, suara yang muncul dari sebuah kata yang d ucapkan adalah 

penanda (signifier), sedangkan konsepnya adalah petanda (signified).Jadi 

suara atau bunyi – bunyian dapat  diidentifikasi sebagai tanda ketika ada 

persetujuan dari sistem konvesi atau kesepakatan untuk membetuk suatu 

kesatuan bentuk (penanda) signifier  dengan (petanda) signified. Dengan 

kata lain “suara yang bermakna” atau “coretan yang bermakna”.Secara 

linguistik baik semiologi maupun semiotika kedua istilah ini 

                                                             
4 Culler, Jonathan. Structuralist  poetics; Structuralism, Linguistic and the Study  of Literature. 

Ithaca : University Press. 1982 Hal . 15 - 25 
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mengandung istilah yang persis sama walaupun penggunaan istilah ini 

cenderung menunjukkan pemikiran pemakainya. Misalnya Element De 

Semiologi adalah judul yang dipakai Roland Barthes (1964) yang tidak 

lain berada pada kubu Saussure. Sementara istilah semiotika 

dimunculkan pada akhir abad ke 19 oleh filsuf ajaran pragmatik 

Amerika, Charles Sanders Peirce.
5
 Jadi Menurut Masinambow 

“perbedaan Istilah itu” menunjukkan perbedaan orientasi yang pertama 

(semiologi) yang mengacu pada tradisi Eropa yang bermula pada 

Ferdinand de Saussure(1857 - 1913) dan (semiotika) yang mengacu pada 

tradisi Amerika yang bermula pada Charles Sanders Peirce (1839 - 

1914).
6
 

Adapun menurut Umberto Eco (1979 :4 – 5) ” pada prinsipnya 

semiotika adalah disiplin ilmu yang digunakan untk mengkaji segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk mendustai, mengelabui, atau 

mengecoh”
7
. Lantas dipertegas kembali “Dikatakan oleh Arthur Asa 

Berger : Semiotika menaruh perhatian pada apapun yang dapat 

dinyatakan sebagai tanda. Sebuah tanda adalah semua hal yang dapat 

diambil sebagai penanda yang mempunyai arti penting untuk 

menggantikan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tersebut tidak perlu 

harus ada, atau tanda itu secara nyata ada di suatu tempat pada suatu 

waktu tertentu. Dengan begitu semiotika pada prinsipnya adalah sebuah 

                                                             
5
 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013) Hal.13 

6 Masinambow & Rahayu S. Hidayat (ed.). Semiotik; Kumpulan Makalah Seminar. (Depok : Pusat 

Penelitian Kemasyrakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia 2000) Hal. Iii -x 
7 Eco, Umberto A Theory Of Semiotic (Bloomington:Indiana University Press, 1979, Penerjemah 

Yudi Santoso, Pustaka Promethea. Surabaya, 2001) Hal 9 -17 
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disiplin yang mempelajari apapun yang bisa digunakan untuk 

menyatakan suatu kebohongan.Jika sesuatu tersebut tidak dapat 

digunakan untuk mengatakan sesuatu kebohongan, sebaliknya, tidak bisa 

digunakan untuk mengatakan kebenaran”. Berger menunjukkan beberapa 

cara untuk menyesatkan orang atau lebih tepatnya berbohong, melalui 

tanda – tanda.Berger menunjukkan beberapa cara untuk menyesatkan ora 

ng atau lebih tepatnya berbohong melalui tanda – tanda :Tabel 2.1 Area 

dan Tanda – tanda yang menyesatkan
8
 

 

AREA 

 

TANDA – TANDA YANG MENYESATKAN 

RAMBUT PALSU 

(WIG) 

Orang botak / atau gundul atau seseorang dengan 

warna rambut berbeda 

Sepatu Hak Tinggi Orang pendek yang kelihatan tinggi 

Pewarna Rambut Si Rambut Coklat menjadi pirang, pirang menjadi 

rambut kemerahan 

Penipu Ulung Pura – pura menjadi dokter, pengacara, atau 

apapun 

Peniru Pura – pura menjadi orang lain, mencuri 

identitas 

Teater Pura – pura berperasaan, percaya seperti 

apapun yang diperankannya 

Makanan Kepiting, udang, Lobster Imitasi,dsb 

Kata – kata Penjahat mengatakan untuk tidak menyakiti 

orang 

 

b. Aplikasi Semiotika Dalam Film 

Film sebagai media penyampai pesan merupakan kajian yang 

sangat relevan bagi analisis struktural atau semiotika.Metode 

                                                             
8 Arthur Asa Berger. Media Analysis Techniques.(Yogyakarta, Universitas Atma Jaya,2000) Hal 

11 – 12 
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pengambilan gambar dalam film bisa dikategorikan ke dalam ikonitas 

yakni” tanda – tanda yang menggambarkan sesuatu
9
”. Film dibangun 

oleh berbagai macam tanda, gambar dan  suara yang dikombinasikan 

secara serentak hingga menimbulkan efek visual yang dapat dicerna oleh 

panca indera manusia sehingga proses pencernaan ini bisa dikategorikan 

sebagai interpretasi atau proses pembentukan makna. Dalam 

menganalisis film perlu adanya perhatian, mengingat dalam proses 

memproduksi film tidak dapat dipisahkan dengan realitas yang ada, 

karena pada dasarnya film bercerita layaknya karya teks naratif seperti 

narasi berita, cerpen atau novel, sehingga film pun memiliki kategori 

fiksi dan non fiksi sesuai dengan apa yang dikatakan Van Zoest 

(1999:112)“konsep – konsepnya dapat dipinjam dari teori bercerita dan 

berkisah yang berorientasikan semiotika”. 

2. Fenomena Konglomerasi Media 

a. Pengertian Konglomerasi Media 

Secara perkembangan bisnis usaha istilah konglomerasi adalah 

sejumlah pelaku konglomerat yang menanamkan sahamnya pada 

tumbuhnya kelompok (GRUP) perusahaan dalam satu tangan, 

sedemikian rupa sehingga praktis seluruh kebijakan manajemen yang 

pokok ditentukan oleh satu pusat
10

. 

                                                             
9 Van Zoest. Semiotika; Tentang tanda, cara Kerjanya dan Apa yang Kita Lakukan Dengannya. 

Penerjemah Ani Soekowati (Yayasan Sumber Agung, Jakarta, 1993) Hal. 109 
10 Drs. Djafar H. Assegaf, Konglomerasi, Taipan, dan Koneksi Bisnis (Jakarta: Warta Ekonomi, 

1994) Hal. 263 
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Media memiliki tugas untuk melindungi dan memungkinkan warga 

untuk menggunakan haknya dengan cara mempertahankan karakter 

publik dan menyediakan ruang untuk keterlibatan sipil. Akan tetapi, 

tugas suci ini kerap diabaikan karena kepentingan bisnis yang menyetir 

industri media. Di Indonesia, hal ini ditandai dengan terjadinya 

konglomerasi dan konsentrasi kepemilikan kelompok media di semua 

sektor media. Dalam teori jaringan, struktur dengan bentuk seperti ini 

mencerminkan sebuah kendali tinggi pada tindakan maupun aliran 

informasi dari titik pusat hingga ke periferal. Jaringan seperti yang 

digambarkan diatas tidak hanya menampilkan hubungan konsentrasi 

kepemilikan dalam kerja media, tetapi juga memperlihatkan ecara logis 

bagaimana kendali medium dan konten terjadi dapat dilihat pada 

gambar2.1 .
11

 

 

 

                                                             
11 Yanuar Nugroho, Kepemilikan dan Intervensi Siaran,(Yayasan tifa dan PR2 Media, 2014) Hal. 

57 
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Bagan  2.1 Struktur konsentrasi kepemilikan media
12 

Konglomerasi media adalah suatu istilah yang diungkapkan oleh Ben 

H. Bagdikian (1980)  yang pada saat itu menangkap perubahan besar 

corak industri media masa. Konglomerasi media adalah situasi dimana 

para owner pemilik perusahaan media melakukan koorporasi dengan 

perusahaan media lain yang dianggap mempunyai visi atau misi yang 

sama. Pembentukan konglomerasi ini dengan cara kepemilikan saham, 

bekerja sama/ penggabungan, atau pendirian kartel komunikasi dalam 

skala besar.Jadi pada kesimpulannya konglomerasi media bertujuan 

                                                             
12Yanuar Nugroho, Kepemilikan dan Intervensi Siaran,(Yayasan tifa dan PR2 Media, 2014) Hal. 

57 
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untuk mendominasi frekuensi publik dengan cara menguasai seluruh 

komponen media masa yang fungsinya sebagai penyampai ideologis 

media dalam kontruksi realitas yang membela kelompok sealiran ; dan 

penyerangan terhadap kelompok yang berbeda halauan
13

. Indikasi 

konglomerasi kempilikan media di Indonesia dapat dilihat melalui  bagan 

2.2, oleh Merlyna Lim (2012) 
14

.  

                                                             
13 Ibnu Hamad , KONTRUKSI REALITAS POLITIK Dalam MEDIA MASSA, Sebuah Study 

Critical Discourse Analysis terhadap Berita - berita Politik (2004). Hal 26  
14

Lim, M. 

The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia. Research report. Tempe, AZ:  

Participatory Media Lab at Arizona State University (2012).  Hal.2 
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Gambar 2.2 The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia: 15 

                                                             
15

Lim, M. 

The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia. Research report. Tempe, AZ:   
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Kasus bocornya rekaman kongkalikong televisi swasta nasional dan 

parpol untuk kepentingan pencitraan politik di media internet adalah 

salah satu bukti media telah menyalahgunakan frekuensi milik 

publik.Problem kepemilikan media oleh para politisi semacam ini sudah 

jadi rahasia umum.Sudah sejak lama pemilik selalu mengintervensi 

kebijakan dan pilihan media. 

Dua pola intervensi, bila bukan untuk kepentingan politik, tentu untuk 

kepentingan akumulasi kapital.Tentu, dalam level internal, memberitakan 

kepentingan pemilik media adalah hal tabu.
16

 

Mengutip perkataan wataran veteran Bill Moyers “(siapa yang pada 

akhirnya menikmati pengeluaran jutaan dolar untuk iklan tersebut) untuk 

menyiarkan kebijakan deregulasi dan anti monopoli industri, segala 

sesuatu yang terkait dengan internet, kekayaan intelektual, globalisasi, 

dan perdagangan bebas, bahkan upah minimum, tindakan yang sah, dan 

kebijakan lingkungan….Pada masa ini , ketika jeratan ekonomi yang 

semakin kuat membuat media tergantung pada sumbangan Negara, dunia 

bisnis melihat dirinya sedang berperang dengan jurnalisme”.
17

 

Media bukan lagi mengusung idealismenya: menjadi corong bagi 

mereka yang tertindas. Media menjadi alat untuk kepentingan mereka 

yang berkuasa. 

 

 

                                                             
16

Masduki.Dinamika Pers dan Pemilu 2014(Analisis terhadap Kecenderungan Pemberitaan4 

Grup Media Nasional di IndonesiaJurnal Dewan Pers Edisi 09, 2014) Hal. 44 
17 Stanley J. Baran, Pengantar Komunikasi Massa (Penerbit Erlangga, Jakarta 2008) Hal. 57 - 58 
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b. Implikasi Konglomerasi Media 

Salah satu fenomena mutakhir dalam industri media adalah 

konglomerasi media, dimana sebuah grup media memiliki perusahaan-

perusahaan media dengan jumlah yang cukup banyak, tersebar mulai dari 

media televisi, radio, koran, majalah, online, dan sebagainya.Buku yang 

paling gambling menjelaskan hal ini adalah Media Monopoly karya Ben 

Bagdikian, yang telah direvisi berkali-kali untuk terus memutakhirkan 

data mengenai perkembangan kepemilikan media di Amerika Serikat. 

Menurut Bagdikian, jumlah pemilik media di Amerika pada tahun 1983 

berjumlah 50 perusahaan. Namun, 20 tahun kemudian, tepatnya pada 

tahun 2003, 50 perusahaan media tersebut telah diakuisisi oleh lima  

perusahaan besar yang memonopoli industri media di Amerika, yaitu 

AOLTime Warner, Disney, Viacom, The News Corporation, dan 

Bertelsmann.
18

 

Kelima raksasa media tersebut, ditambah Vivensi dan Sony Columbia, 

menguasai studio – studio film utama di Amerika,hampir seluruh 

jaringan televisi Amerika, 80-85% pasar musik dunia, sejumlah besar 

satelit penyiaran seluruh dunia, sejumlahbesar penerbitan buku dan 

majalah, hamper semua saluran televisi kabel komersial, dan masih 

banyak lagi. 

                                                             
18

Masduki Dinamika Pers Dan Pemilu (Jurnal Dewan Pers, Jakarta 2014) Hal. 49 
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Apa dampak konglomerasi media ini? Yang jelas, para konglomerat 

ini menjadikan media sebagai bisnis besar untuk mengumpulkan laba 

sebesar – besarnya dengan wilayah garapan seluas – luasnya. 

Namun, implikasi konglomerasi media tidak hanya dalam ranah 

bisnis, namun juga pada ranah politik. Di Amerika Serikat, lobi-lobi para 

raksasa media kepada para politisi sangat ampuh, terlebih jika lawan 

politik mereka adalah publik yang tidak berdaya. Chesney (2006) 

menegaskan, ”....it makes the media giant. perticularly effective political 

lobbyists at the national, regional, and global levels. The media giants 

have had a heavy hand in drafting these laws and regulations,and the 

public tends to have little or no input.”
19

 

Konglomerasi media juga memiliki implikasi yang sangat mendasar 

dalam pemberitaan. Contoh paling nyata adalah bias kepentingan pemilik 

modal dalam dukungan Murdoch melalui The Sun dan The Times of 

London untukkampanye Thatcher pada 1998, serta dukungan melalui 

New York Times untuk Reagan. Contoh lain, Norman Chandler 

menyediakan Los Angeles Times sebagai media kampanye Nixon 

sepanjang karir politiknya. 

Jadi bagi para konglomerat pemilik industri media, kekuasaan mereka 

bukan lagi berasal dari akses namun kepemilikan atas media itu sendiri
20

.  

                                                             
19

Robert McChesney, “Global Media, Neoliberalism & Imperialism”, 2006, 

www.thirdworldtraveler. 

com/Robert_McChesney_page.html. 
20James Lull, Media, Communication, Culture: A Global Approach, Cambridge: (Polity Press, 

1995) Hal. 9 - 16 
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Bias pemberitaan juga terlihat dari hilangnya daya kritis media di 

hadapan para pemilik modal. Dalam hal ini, media cenderung 

mengangkat sebuah isu dengan perspektif yang sejalan dengan 

kepentingan pemilik modal.Selain itu, media cenderung memilih isu-isu 

yang tidak bertentangan dengan kepentingan pemilik modal. 

3. Ekonomi Dan Politik Industri Media 

Aspek ekonomi dan politik seperti halnya kepemilikan dan 

pengendalian media adalah hal yang mengaitkan antara satu indutri 

media dengan media lainnya.Sesuai dengan yang di paparkan Philip 

Elliot dalam kajian ekonomi politik media yang melihat bahwa maksud 

yang terkandung dalam pesan pesan media ditentukan oleh dasar – dasar 

ekonomi dari organisasi media yang memproduksinya
21

. 

Menurut Chris Barker ekonomi dan politik adalah “A domain of 

knowledge concerned with power and at distribution of economic 

resources.  Political economy explores the question of who owns and 

controls the institutions of economy, society, and culture” (Sebuah ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan kekuatan ditribusi dari pada 

sumber daya ekonomi.Ekonomi politik membahas pertanyaan tentang 

siapa yang memiliki dan mengontror institusi ekonomi, sosial dan 

budaya).
22

 

Hal ini juga di singgung dalam paradigma Vincent Moscow yang 

menuturkan bahwasanya ekonomi politik dapat di artikan  sebagai kajian 

                                                             
21 Agus Sudibyo, Ekonomu Politik Media Penyiaran (LKIS, Jakarta, 2000) Hal. 65 
22 Chris Barker, Cultural Studies Theory And Practice (London : SAGE Publication, 2004) Hal. 

445 
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tentang hubungan sosial, khususnya yang berhubungan dengan 

kekuasaan dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya 

dalam komunikasi. 
23

 Vincent merumuskan empat karateristik ekonomi 

politik. 

Pertama, ekonomi politik merupakan bagian dari studi mengenai 

perubahan sosial dan transformasi sejarah. Dalam hal ini ada dua varian 

teori yang berbeda yakni ; 

critical political economy yang pada penerapannya lebih secara 

khusus menginvestifigasi dan mendikripsikan pada late capitalism yang 

isi – isu dan fokusnya mengenai cara – cara bagaimana aktifitas 

komunikasi distrukturkan oleh distribusi yang tidak merata mengenai 

sumber daya material dan simbolik
24

. 

liberal political economy mengartikan bahwa ekonomi politik adalah 

perubahan sosial dan transformasi sejarah yang didalamnya  terdapat 

suatu doktrin dan seperangkat prinsip untuk mengorganisirdan 

menangani ekonomi pasar guna untuk tercapainya suatu efisiensi yang 

maksimum, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu. 

Kedua ekonomi politik mempunyai minat menguji keseluruhan sosial 

atau totalitas dari hubungan sosial yang meliputi bidang ekonomi, politik, 

sosial, dan budaya dalam suatu masyarakat serta menghindari dari 

                                                             
23 Vincent Mosco, The Political Economy Of Comunication (London : SAGE Pubication, 1996) 

Hal. 25 
24 Graham Murdock dan Peter Golding, Political Economy of Mass Comunication (A Division of 

Holder & Stoughten 1992) Hal. 16 - 18 
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kecenderungan mengabstraksikan realitas – realitas sosial kedalam 

bidang teori ekonomi maupun politik. 

Ketiga berhubungan dengan filsafat moral, artinya mengacu pada nilai 

– nilai sosial (wants abaout wants) dan konsepsi mengenai praktek sosial. 

Prinsip – prinsip keadilan, kesetaraan, dan public good  merupakan 

refrensi utama dari pertanyaan moral mendasar ekonomi politik. 

Perhatian ini tidak hanya ditujukan pada “what is” (apa itu), tetapi “what 

ought be” (apa yang sehaarusnya). Misalnya saja studi ekonomi politik 

kritis yang concernterhadab peranan media dalam membangun konsesus 

dalam masyarakat kapitalis yang ternyata penuh dengan distorsi.Dalam 

masyarakat yang tidak sepenuhnya egaliter, kelompok – kelompok 

marginal tidak mempunyai banyak pilihan selain menerima dan bahkan 

mendukung sistem yang memelihara subordinasi mereka terhadap 

kelompok yang dominan.
25

 

Keempat, Karateristiknya praxis, yakni suatu ide yang mengacu 

kepada aktivitas manusia dan secara khusus mengacu pada aktivitas 

kreatif dan bebas, dimana orang dapat menghasilkan dan mengunah 

dunia dan diri mereka.
26

Golding dan Murdock menambahkan bahwa 

ekonomi politik juga concern keseimbangan antara organisasi kapitalis 

dan intervensi atau campur tangan publik.
27

 

                                                             
25

 Agus Sudibyo, ekonomi politik Media Penyiaran, (Yogyakarta: LkiS, 2004) Hal. 8 – 9  
26 Vincent Mosco, The Political Economy of Comunication (London:SAGE Pubication, 1996) Hal. 

27 - 37 
27 Boyd Barret, Oliver, The political Economy Approach, in Approaches to Media A Reader, 

Oliver Boyd Barret and Chris Newbold, (New York : Arnold, 1995) Hal. 186 
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Jadi berdasarkan definisi diatas pada kesimpulannya terdapat dua poin 

penting dalam pondasi ekonomi politik, yang pertama adalah (power) 

kekuatan, dan pembagian sumber daya ekonomi  (distribution of 

economy resources) baik dalam lingkup intitusi ekonomi, sosial, dan 

budaya. 

Satu Prinsip yang harus diperhatikan disini adalah sistem  - sistem 

industri kapitalis, media massa harus di beri fokus perhatian yang 

memadai sebagaimana institusi – institusi produksi dan distribusi yang 

lain. Kondisi – kondisi yang ditentukan pada level kepemlikan media , 

praktik – praktik pemberitaan, dinamika industri radio, televisi, 

perfilman, dan periklanan mempunyai hubungan yang saling menentukan 

dengan kondisi – kondisi ekonomi spesifik yang berkembang di suatu 

Negara, serta pada gilirannya juga dipengaruhi oleh kondisi – kondisi 

ekonomi politik global.
28

 

4. Sejarah Singkat Industri Media Di Indonesia 

Dalam sejarah perkembangan ekonomi dan politik media di Indonesia 

kemunculan lembaga penyiaran komersil pertama di Indonesia pada 

sekitar tahun 1980 – an  di era orde baru digunakan untuk memperkuat 

perekonomian Indonesia dalam mengantisipasi krisis migas. Kembali 

pada konteks tersebut televisi swasta untuk mendukung perkembangan 

industri media RCTI (Rajawali Citra Televisi) Indonesia yang 

diluncurkan pada 24 agustus tahun 1989 dan merupakan televisi swasta 

                                                             
28 Dedy N. Hidayat “Jurnalis, Kepentingan Modal dan Perubahan Sosial”, dalam Dedy N. 

Hidayat et.al,Pers Dalam Rvolusi Mei Runtuhnya Sebuah Hegemoni,(Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2000) Hal. 441 
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pertama di Indonesia. Selama tahun 1989 sampai dengan tahun 1985 

keberadaan televisi swasta bermunculan disusul SCTV (Surya citra 

televisi), TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), ANTV (Andalas Televisi), 

dan Indosiar (Indosiar Visual Mandiri). Dari kemunculan televisi swasta 

inilah bias penguasa orde baru tercipta yang pada saat itu contohnya 

RCTI dimiliki Oleh Bambang Trihatmojo (anak sulung Soeharto), SCTV 

dimiliki oleh Sudwikatmono (adik tiri Soehato), ANTV dimiliki oleh 

Bakri Brother Group, dan Indosiar dimiliki oleh Salim Group (partner 

bisnis keluarga Soeharto)
29

.Imbas dari konvergensi media di Indonesia 

adalah faktor kongkrit mengapa pemilik media swata di Indonesia 

melakukan konglomerasi media. 

Meskipun banyak sekali hal yang mewarnai perkembangan industri 

media di Indonesia, indenpensi penyiaran seharusnya dapat di 

pertahankan demi terjaga stabilitas demokrasi yang menunjang 

pertumbuhan  masyarakat yang dinamis. Di era Konvergensi sebagai 

contohnya media internet sendiri, sebagai suatu media baru (new media), 

pada gilirannya juga telah menghadirkan sekian macam bentuk 

jurnalisme yang sebelumnya tidak di kenal. Salah satunya adalah yang 

disebut sebagai jurnalisme warga atau citizen journalism. 

Dengan biaya relatif murah, kini setiap pengguna Internet pada 

dasarnya bisa menciptakan media tersendiri.“Setiap warga adalah juga 

                                                             
29 Yanuar Nugroho, Kepemilikan dan Intervensi Siaran,Yayasan tifa dan PR2 Media, 2014 Hal 8 - 
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seorang jurnalis”
30

mereka dapat melakukan semua fungsi jurnalistik 

sendiri, mulai dari merencanakan liputan, meliput, menuliskan hasil 

liputan, mengedit tulisan, memuatnya dan menyebarkannya di berbagai 

situs Internet atau di weblog yang tersedia gratis. 

Dengan demikian, praktis sebenarnya semua orang yang memiliki akses 

terhadap Internet sebenarnya bisa menjadi “jurnalis dadakan,” meski 

tentu saja kualitas jurnalistik mereka masih bisa diperdebatkan.Yang 

jelas, orang tidak dituntut harus lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi atau 

sekolah jurnalistik, untuk menjadi “jurnalis dadakan” di dunia maya. 

Suka atau tidak, tren munculnya “jurnalisme warga” dan “jurnalis 

dadakan” semacam ini tampaknya makin kuat. 

Munculnya media – media  alternatif yang memperkuat citizen jurnalistik 

juga menimbulkan permasalahan – permasalahn baru tentang kelemahan 

media besar di zaman yang lebih yang interaktif dimotori oleh warga. 

Bisakah media korporasi, yang dirancang lebih untuk mengendalikan 

jalur – jalur  isi berita dan meraup keuntungan, bisa merespon publik 

yang ingin terlibat lebih jauh dalam berita dan informasi? Bisakah media 

yang tumbuh dari peninggalan merger korperasi bisa benar – benar adil 

atau berimbang? Atau meletakkan setiap masalah dalam argument 

partisan benar – benar mampu melahirkan wacana politik yang lebih 

                                                             
30 Danny Schechter, Matinya Media, Perjuangan Menyelamatkan Demokrasi (Yayasan Obor 

Indonesia, Jakarta 2007) Hal. 87 
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besar guna menemukan solusi dari masalah – masalah yang ada di 

masyarakat ?.
31

 

Berdasarkan dari gejala konvergensi media, sejarah perubahan media di 

Indonesia mulai dari media konvensional seperti surat kabar, televisi dan 

radio menjadi media digital atau internet dapat di lihat dari landscape 

perkembangan industri  media di Indonesia di bawah ini: 

                                                             
31 Danny Schechter, Matinya Media, Perjuangan Menyelamatkan Demokrasi (Yayasan Obor 

Indonesia, Jakarta 2007) Hal. 90 
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Gambar 2.3 Landscape Perkembangan media mulai tahun 1960 sampai saat ini
32

 

 

                                                             
32 Yanuar Nugroho, Kepemilikan dan Intervensi Siaran,(Yayasan tifa dan PR2 Media, 2014) Hal. 

43 
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B. Konglomerasi Media dalam Perpektif  Teori Semiotika Charles Sanders 

Peirce 

Semiotika Berangkat dari tiga eleman utama yang disebut Peirce teori 

segitiga makna atau triangle meaning. Lihat pada gambar 1.4 

a. Tanda  

Adalah sesuatu yang berbentuk Fisik yang dapat diungkap oleh 

panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk 

(merepresentasikan) hal lain diluar tanda itu sendiri. Acuan tanda 

ini disebut objek. 

b. Acuan Tanda (Oyjek) 

Adalah konteks sosial yang menjadi refrensi dari tanda atau sesuatu 

yang dirujuk tanda 

c. Pengguna Tanda (Interpretant) 

Konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan 

menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada 

dalam  benak seseorang tentang objek yang di rujuk tanda. 

 

Gambar 2.4 

SIGN 
 Film Dokumenter  

"Di Balik Frekuensi" 

OBJECT 
Fenomena Konglomerasi 

Media di Indonesia 
 

INTERPRETANT 
Sikap dan pola  pemikiran 

Ucu Agustin sebagai 
Sutradara  
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Ucu Agustin sebagai Film Maker atau sutradara berusaha 

mengungkap pola kepemilikan media yang terjadi di Indonesia 

dimulai dengan mendokumentasikan konflik internal yang terjadi 

pada dua stasiun televisi swasta yakni TV ONE & Metro TV.  

Berangkat dari tokoh Luviana yang tidak lain seorang jurnalis yang 

telah bekerja 10 tahun di Metro TV, dianggap bermasalah karena 

mempertanyakan system manajemen yang tak berpihak pada 

pekerja dan mengkritis newsroom. Kemudian Hari Suwandi  & 

Harto Wiyono adalah dua orang warga lumpur sidoarjo  yang 

melakukan aksi jalan kaki dari Sidoarjo – Jakarta untuk mencari 

keadilan bagi warga lumpur sidoarjo yang  pembayar ganti ruginya 

belum dilunasi oleh PT. Menarak Lapindo Jaya milik Ir. H. 

Aburizal Bakrie yang juga pemilik stasiun TV ONE. Ucu Agusti 

menyajikan pesan konglomerasi media dalam Film Dokumenternya 

yang berjudul “Di Balik Frekuensi”. 

 

 

 

 

 


